Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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PUTUSAN
Nomor 1213/Pdt. G/2016/PA. Tmik

a1 s ) )

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA FSA

Pengaditan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telab menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Ciwangsa RT.001
EW. 001 HKelurahan Tamung Kecamatan Kawale Kota

Tasikmalaya, sebagai Penggugat

melawan
_ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan YWiraswasta,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Cicarulang RT.011 RW.
005 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya. sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukii-bukti di
parsidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadifan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1213/Pdt. G/2016/PA Tmk, tanggal 24 Agustus 2016, dengan perbakan den
penambahan  seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan

sebagai berikut:

| Bahwa pada tanggal 28 Okiober 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicalat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawaiu Kola Tasikmalaya dengan nomor
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register Kutipan Akta Nikah Nomor @ 710/04/X1/2011 tanggal 31 Oktober
2011 ;

2. Bahwa setelah permikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan:

3. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Agustus tahbun 2015 rumszh tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepals
keluarga dan Tergugat suka bepergian tanpa ada wakiu yang jelas,
sahingga psnggugat tidak menerima keadaan tersebut:

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang iebih pada bulan April tahun 2016,
yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 5 bulan lamanya:;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dart pada
masiahainya :

Berdasarkan alasan/dalii-datii  diatas, gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf {f) PP
Ne. 9 Tahun 1975 ¢ pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, makas
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan pulusan yang amarnya
berbuny:

1. Mengahulkan gugatan Penggugat ;

2. Menigtuhkan taiak satu ba’in sughro Tergugat _
terhadap Pengguga (I

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
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adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang fain untuk menghadap sebagai
wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1213/Pdt.Gr2016/PA Tmk tanggal 07 Oktober 2016
yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu hatangan yang sah:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir unfuk
tidak berceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacekan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalidalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

a. Fotokopi KTP atas nama NN
_ {Penggugat) Nomor :_
Tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemarintah Koia
Tasikmalaya, Bukti surat lersebut telah diberi meterai cukup dan telgh
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor @ 710/04/X1/2011 Tanggat 31
Oktober 2011 yang dikeluarkan cleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kawalu Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut tefah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksk:

1. _ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guiu,

tempat kediaman di Kp. Ciwangsa RT 01 RW (1, Kelurahan Tanjung,
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Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
28 Oktober 2011;

- Bahwa, saksi mengetahui antara fenggugat dan Tergugat belum
dikarunial keturunan ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebin sejak bulan Agustus 2015, sudah tidak rukun lagi sering
terjadi pertengkaran,

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pemah lihat dan dengar langsung dan diketahui hal
tersebut dart pengaduan Penggugat;

- Bahwa, ssksi mengetahui vyang menjadi penvebab ketidak
harmeonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat suka meninggalkan Penggugat tanpa ada waktu
yanyg jelas, sehingga Penggugat fidak menerima dengan keadaan
tersebut:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak bulan mei 2016 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, bak saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak herhasil

- Bahwa, saksi melhat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat hersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2 _ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, lempat kediaman di Kp Ciwangsa RT 01 RwW 01,

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpatinya memberikan keterangan sebagai berikut:
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Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

Bahwa, saksi mengetabui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 29 Oktober 2011:

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan
lamanya

sampal dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergupat
tersebut pernzh dengar langsung juga diketahui hal tersebut dan
pengaduan Penggugat;

Bahwa, saksi mengetanui penyebab perselisinan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka
meninggalkan Penggugat tanpa ada waktu yang jelas. sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah suit dirukunkan dan sudah tidak adsa
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini; maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujppan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggi! secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternvata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1975, akan tetapi fidak datang menghadap harus dinvatakan fidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3% Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tatun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Isiam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak harhasil,
oleh karea ity perkara i harus segera diputuskan;

Menimbang., bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melzksanakan mediasi karena salah saty syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat {1} Peraturan Mahkamah Agung Republik
ingonesia Nomor 1 tahun 2008:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1} HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena Hu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan datil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya,
Fenggugat telah mengajukan aiat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotakopi Kartu Tanda Penduduk} yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan asiinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejaian dengan ketentuan Pasal 185 HIR bukt
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volfedig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) vang
merupakan akia ofentik, telah bermeteral cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukii tersebut telan memenuhi syarat forma! dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vofledig en
bindende bewiiskrachit),

Menimbang, bahwa sesuali dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendapatian
keterangan pihak keluarga dan atau crang-orang yang dekat dengan suvami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuaf dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
farmal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadazan rumah tangga Penggugat
gan Tergugat, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan
diketahui hal tersebut dar pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil
vang harus dibuktikan oleh Penggugat, cleh karena itu keterangan saksi
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tersebut telan memenuhi syarat materiil sebagaimana telsh diatur dalam Pasal

171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekeatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adaish keluarga atay aorang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur daiam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dengar langsung juga diketahw hal
tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan cleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah distur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alzt bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karesna itu
kelerangan dua crang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Fasal 172 HIR:

Menimbang, banwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

! Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tingga! di wilayah Kota Tasikmalaya:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 25 Oktober 2011 di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmaiaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tanpgga Penggugat dan Tergugat nikun
namun telum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus
2015 hingga saat i sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar,

5 Bahwa parselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat suka meninggalkan Penggugat tanpa ada
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wakiu yang jelas, sehingga FPenggugat tidak menenma dengan keadaan
tersebut;

6.  Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan mei 2016 dan selama itu
pula keduanya tidak pernah berkumpul 1agh dan tidak meiaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istert;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pengaugat bersikukuh ingin bercerzi dengan Tergugat:

% Bshwa kedua saksi sudsh fidak sanggup fagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harzpan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakia hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat  tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugst adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Baghwsa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, skan tetapi tidak berhasil;

o

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marniage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
twoospaifh;

a. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang metawan hukum:
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakla hukum diatas majeiis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
berfempat tinggal di wilayah vyuridiksi Fengadian Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1} dan (2}, jo.
pasal 73 ayat (1} Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 avat [1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, jo. Pasal 132 ayat {1} Kompitasi Hukum
Isiam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugst dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurtt hukom dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara int (persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kampetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisinan dan perengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudsh ada upaya yang maksimal unfuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugal, maka hal ini menandakan bahwa telsh
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
Mlhgf.'atﬂtd@l: JJbLGA_J}EA_.JJM 2\._|§J II,=|.J.=v .1—1:;"313
Artinyva. “Disaat isin telah memuncak rasa tidak suka terfiadap suaminya,

maka hakim diperikenankan menjafuhkan falak (suami) nya dengan talak

satu,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bakhwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespall). sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomaor 1 Tahur 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Istam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud:

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat ditamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
@Lun.d'l ‘-:‘-L‘-uh f"'ﬁ"' Sealiall &4

“Menolak kerusakan febih didahuiukan dari pada mengambit kebaikan'
Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
talzh terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
gda harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakia
hukum tersebut telah memenuhi alasan percersian sebagaimana diatur
daiam Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1575 jo
Pasal 118 huruf {f) Kompilas: Hukum Istam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkar;

Bakwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum {onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 {1}
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bargaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam F.2 antara Penggugat dan Tergugat befum
pernah bercerai. oleh karena ity talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), hurdf ¢, Kompilasi Hukum Isiam, majelis akan mengabulkan gugatan
FPenggugat dengan menjatuhikan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;
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5. materai : Rp. £.000,-
Jumlah Rp. 386.000-

{tiga ratus delapan puiuh enam ribu rupiah}
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